





1. Pada BKP4K sejak tahun anggaran 2013 sudah tidak mendapatkan alokasi Dana
Alokasi Khusus, karena dana tersebui lebih diprioritaskan pada Dinas Pertanian dan
Kehutanan, Kami harapkan pemerintah daerah dapat memberikan alokasi dana yang
cukup berkaitan program-program ketahanan pangan. Mengingat masih banyak
lumbung-lumbung pangan yang harus dibangun, pemeliharaan Balai Penyuluh
Pertanian, Honorarium penyuluh dan kegiatan lain yang memberikan Standar
Pelayanan Minimum kepada masyarakat.

2. Sekali lagi mengenai sektor pertambangan. Kita semua mengetahui bahwa

pertambangan adalah salah satu kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk
itu dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi benar-benar harus memperhatikan
dmpak lingkungan yang terjadi. Kami mengharapkan pemerintah daerah
memperhatikan program reklamasi lokasi bekas penambangan. Baik dari sisi
pembiayaan dan juga pelaksanaan reklamasi.
Berkaitan dengan muatan barang hasil tambang, kami mendorong pemerintah
daerah untuk segera merealisasikan pembangunan Jembatan Timbang di beberapa
titik yang strategis, agar perhitungan muatan lebih riil dan Perolehan Pendapatan
Asli Daerah lebih optimal.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia,

Demikian pendapat akhir kami, teriring doa semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan
memberikan petunjuk bagi kita semua menuju jalan yang lurus, jalannya orang-orang
yang diselamatkan oleh Allah di akherat nanti. Aamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Rembang, 2 Juli 2014
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN REMBANG

JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE. MOH. IMAM ZARKASYI

Ketua Sekretaris




PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap:
Raperda tentang Pertanggung Jjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang

~

Tahun Anggaran 2013

Dibacakan Oleh;
JASMANI

Pada Sidang Paripurna,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang
Selasa, 24 Juni 2014



FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR
Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Kabupaten Rembang

Terhadap;Raperda —entang Pertanggung jawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembamg Tahun
Anggaran 2013.

Dibacakan Oleh;
JASMANT

Assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
MERDEI KA.

Yang terhormat,Saudara Plh. Bupati

Yang terhormat, Saudara-Saudaraku para Pejabat yang
tergabung dalam Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah;

Yang terhormat,Saudara Pimpinan DPRD yang sekaligus
sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan
Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan
Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan
Badan Kehormatan, Pimpinan Badan
Legislasi Daerah, beserta seluruh
Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah, Saudara
Sekretaris DPRD, Saudara para Kepala
Dinas,Kepala Bagian, Kepala Kantor,
Badan dan para Camat serta staf di
lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang;

Para hadirin,Insan Pers dan tamu undangan Peserta

Rapat Paripurna yang berbahagia.



Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia,

Memasuki hari yang ke empat dalam bulan suci
Romadlon 19, Fraksi PDI Perjuangan selalu
menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah
swt, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan
nikmat sehingga mampu menjalankan ibadah di bulan
suci ini dengan baik dan lanncar.

Paripurna hari ini, merupakan Paripurna vyang
terakhir sebelum dilakukannya Pemungutan Suara
Pemilu Presiden tanggal 9 Juli besok, untuk itu
Fraksi meminta kepada Saudara Eksekutif;

1l.Hendaklah penguasa di semua tingkatan bisa
bersikap dan berperilaku netral sebagai penguasa
pemerintahan agar tidak terjadi friksi-friksi
yang kurang efektif dan tidak perlu terjadi di
lapangan.

2.Penguasa Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu di
semua tingkatan hendaknya berusaha untuk selalu
meningkatkan dalam menjaga netralitas diri
pribadi maupun komunitas yang dikuasainya serta
profesional dan berkomitmen untuk mewarfjudkam
Pemilu Presiden ini lebih bermartabat, bersih
dari money politik dan tanpa adanya penggirimgamn—
penggiringan kepada salah satu pihak demi
terwujudnya Pemilu yang damai dan lancar sesuai
hati nurani rakyat.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia,

3.Dalam pendapat kami, peningkatan Pendapatan Asli
Daerah dapat dilakukan dengan lebih
mengefektifkan kembali perda-perda yang telah
diundangkan seperti Perda Parkir, Perda Ijim
Mendirikan Bangunan, Perda Galian Golongam C dan
Perda-Perda lain yang berimplikasi pada
penerimaan daerah. Untuk itu, Fraksi mendorong
agar dilakukannya evaluasi menuju pengurangan
kebocoran dan kebocoran atas potensi pemerimaan
daerah di segala sektor, mendorong dilakukannya
langkah-langkah efektif demi peningkatan
pedapatan asli daerah tersebut.



Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Demikian Pendapat Akhir disampaikan, ada kurang
lebihnya mchon maaf.

Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahir rohmanir
rohim Fraksi dapat menyetujui Raperda tentang
Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2013 dapat ditetapkan menjadi Perda.

Wassalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
MERDEKA...!'!!
Salam 2 Jari.!!

Rembang, 02 Juli 2014

FRARS I
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA, Sh SEKRETARIS,



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013
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FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
JL.P.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP -
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

Rabu, 02 Juli 2014

Dibacakan oleh : Hj. DHIAN RAHWENI DEWI ,SE

PR SVORg 1| e

ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati , Sdr. Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Plt Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Staf ahli Bupati , Asisten Sekretaris Daerah , Kepala
Badan , Kepala Dinas , Kepala Kantor , Kepala Bagian dan
Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang
berbahagia serta semua Masyarakat Rembang yang kami
cintai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian

untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas



limpahan rahmat dan hidayahNYA kita dapat menyelesaikan semua tahapan
pembahasan RAPERDA pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2013, sekaligus dapat hadir dalam sidang paripurna ini dalam rangka
penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Perubahan Tahun
Anggaran 2013.

Setelah melakukan pencermatan dan pengkajian baik di tingkat Fraksi
maupun di tingkat Komisi-Komisi . FBK dapat menerima RAPBD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 menjadi
PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2013, Dengan Rekomendasi Agar Pemkab
mengoptimalkan pendapatan dari sektor tambang berupa pemasangan jembatan
timbang “ FORTABEL “ pada tahun 2014.

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir FBK mengucapkan selamat berpuasa
kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga amal ibadah puasa kita
diterima Allah SWT. Kemudian mengajak kepada seluruh masyarakat Rembang
jangan lupa tanggal 9 Juli 2014 untuk datang ke TPS untuk menyatukan tekad
menyukseskkan PILPRES 2014 satu putaran saja untuk Indonesia Bangkit.
Demikian Pendapat Akhir FBK ,Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat.
WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

Rembang, 02 Juli 2014

FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184
ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran Berakhir ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

Mengirgat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolosi dan Nepotisme ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;

10.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ;

14, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
P-otokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilen Rakyat Daerah ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintah :

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :



Memnerhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

24 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah,
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

27.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ;

28.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Daerah :

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

31.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupatern Rembang pada
tanggal 2 Juli 2014 ; .

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 2 Juli 2014;

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
2 Juli 2014,

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2013 beserta lampiran-lampiranya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir ;

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang ;



KETIGA - Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan
Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Juli 2014




BUPATI REMBANG

SAMBUTAN PLT BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013
Tanggal, 2 Juli 2014

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yth. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;

Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;

Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;

Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;

Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.
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Pada kesempatan yang berbahagia ini,

marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji
syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat
dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat
Paripurna Terakhir DPRD, dalam rangka
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2013” dalam

keadaan sehat wal'fiat. 7%7»—

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini ijinkanlah
saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pimpinan dan segenap anggota dewan yang
terhormat, yang telah memberikan dukungan dan
kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan
berbagai program dan kegiatan pembangunan di
Kabupaten Rembang. Oleh karena itu sesuai
dengan arah kebijakan umum dan prioritas
pembangunan yang telah disepakati bersama
antara eksekutif dan Legeslatif, maka akhir Tahun
Anggaran 2013, kami menyampaikan
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pertanggungjawaban  pelaksanaan kegiatan,

seperti yang telah kami sampaikan pada sidang
pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2013 lalu, yang
merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang
memuat data realisasi pelaksanaan anggaran,
sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah
dicapai dan sekaligus memberikan gambaran
mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Seperti yang telah kami sampaikan pada
pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013,
bahwa dari rencana Pendapatan Daerah sebesar
Rp.1.167.329.990.196,00 (Satu trilyun seratus
enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh
Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh
ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)

.
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dapat direalisasikan sebesar Rp.

1.165.433.076.124,01 (Satu trilyun seratus enam
puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tiga
juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh
empat koma nol satu rupiah) atau 99,84%.
Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar
Rp.1.229.676.506.409,00 (Satu trilyun dua ratus
dua puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh
puluh enam juta lima ratus enam ribu empat
ratus Sembilan rupiah) direalisasikan sebesar
Rp. 1.060.648.437.287,84 (Satu trilyun enam
puluh milyar enam ratus empat puluh delapan
Jjuta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus
delapan puluh tujuh koma delapan puluh
empat rupiah) atau 86,25%. Sedangkan
Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.
67.601.516.213,00 (Enam puluh tujuh milyar
enam ratus satu juta lima ratus enam belas
ribu dua ratus tiga belas rupiah) realisasinya
sebesar Rp.67.555.128.713,17 (Enam puluh
tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta
seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
belas koma tujuh belas rupiah) atau 99,93%.
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Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berjalan sebesar Rp. 167.086.316.707,34
(Seratus enam puluh tujuh trilyun delapan puluh
enam milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus
tujuh koma tiga puluh empat rupiah).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Laporan keterangan pertanggung jawaban
yang saya sampaikan ini merupakan gambaran
umum pelaksanakan program prioritas dan
strategis selama tahun anggaran 2013 dalam
mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten
Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia
ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang dengan segala kerendahan dan
ketulusan hati, kami menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala
dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.
Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai
ini merupakan buah karya dan hasil kerja keras
kita bersama. semoga amal ibadah saudara dan
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kita semua akan mendapat imbalan pahala yang

melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan Pendapat
Akhir Rapat Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Plt Bupati Rembang

4.: H. ABDUL HAFIDZ




